SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONZSIA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017
TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Presiden meor 9¢
Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdsyaan dan
Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaa= Feraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentanz Gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga:

fr—y

Mengingat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negarz Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahzn Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 'Tahun 2C15 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negzra Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2C17 tentang

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahterazn Keluarga

(Lembaran Negara Republik indonesia 7Tahun 2017



Nomor 226);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESICEN NOMOR
99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERLCAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang meriliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masya-azat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui ca= dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Kecamatan atau yang disebut dengan dengar nama lain
adalah bagian wilayah dari daerah kabupsater /kota yang
dipimpin oleh camat.

3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Xecamatan
sebagai perangkat Kecamatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan Dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK . adalah
gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh
dari, oleh, dan untuk masyarekat, menuju terwujudnya
Keluarga yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bersudi luhur,



10.

sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesstaraan dan
keadilan gender, serta kesadaran hzkum dan
lingkungan.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masysrakat yang
terdiri atas suami istri, suami istri dan anzknya, ayah
dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluerga sedarah
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampei dengan
derajat ketiga.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disingkat PKK acalah salah sztu lembaga
kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi
partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan
kesejahteraan keluarga yang berada di tirgkat rukun
Warga dan rukun tetangga ateu sebutar lain yang
mengoordinasikan kelompok desawisma.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah
mitra kerja pemerintah dan organisasi,lembaga
kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai
fasilitator, perencana, pelaksané, pengendali  dan
periggerak  pada  masing-masing jenjeng  untuk
terlaksananya program PKK.

Sistem Informasi Manajemen Gerakan Pemberdayaan
dan Kesejahteréan Keluarga yang selanjutnza disingkat
SIM PKK adalah Aplikasi yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data program dan
kelembagaan Gerakan PKK.

Menteri adalah menteri yang mernyelenggaraxan urusan

pemerintahan dalam negeri.



BAB II
PENYELENGGARA GERAKAN PKK

Pasal 2

(1) Menteri menyelenggarakan Gerakan PKK secara nasional.

(2) Menteri mendelegasikan penyelenggaraan Gerakan PKK
secara nasional sebagaimana dilﬁaksud pada ayat (1)
kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(3) Gubernur, bupati/wali kota melalui Perangkat Daerah
yang membidangi pemberdayaaﬁ dan pemerintahan Desa
melaksanakan dan mengoordinasikan Gerazan PKK di
wilayahrniya.

(4) Camat melalui kepala seksi yang —embidangi

| pembangunan melaksanakan dan :'mengom'dinasikan
Gerakan PKK di Kecamatan. .

(5) Kepala Desa melalui kepala uriisan petnbangunan
melaksanakan dan mengoordlnasﬂ{an Gerc,a:ar PKK di
Desa ' -

(6) LL.ran melalui kepala urusan pembangunén
mélaksanakan dan mengoordinasikan Geragar PKK di

Kelu_rahan. A

BAB I
PEl\/leN TUKAN TIM PENG(;ERAK PEMBERDAYAAN DA’\I
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 3

(1) Menterf dalam menyelenggarakari' Gerakan PKK secara
naéioﬁél membentuk TP PKK pusat.

(2) Gubernur dalam menvelenggarakan Gerakan PKK
meﬂbentuk TP PKK provm ‘

(3) Bupah /wali kota dalam menye_\,ngagardkdn Gerakan PKK
membentuk TP PKK kabupaten/kota.

(4} Camat dalam  menyelenggarakan  Gerakan  PKK
membentuk TP PKK Kecamatan.

(5) hepaia Desa dalam e yelenggar 4kan Gerakan PKK

me mLe*ﬁ uk TD PKXX Desa.



(6)

Luraifrf dalam menye j.e'fxggarakan Gerzkan  PKK
membentuk TP PKK Kelurahan.

Pasal 4

TP PKK pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) terdiri atas:

a.

b.

C.

h.

J-

ketua umum dijabat isteri/suami Mentesi Dalam
Negeri;

sekretaris umum;

ketua I bidang pembinaan karakter Keltzrga;

ketua II bidang pendidikan dar peningkatan
ekonomi Keluarga;

ketua Il bidang pengﬁatan ke'taﬁénan Keluarga,
ketua IV bidang kesehatan Keluarga dan lingkungan;
sekretaris 1, sekretaris II; sekretaris 111, éékfétaris Iv;
bendahara I dan bendahara II;

kelompcok kerja I, Kelompck kcrja IT, xeicmpok kerja
111, dan kelompok kerja IV;
staf ahli

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ava: (1) huruf g

tediri atas:

a.

ckrcta is I mengoordmas1 kan ketatausanazn;
sekretax is ]I mengoordma&kan pengelolaaniprogram'
’%@kfﬁ taris 11 mengourdlnasman Kehumasan dan
.L{Pr]d sama anfar lcmbaoa dan

sekretaris IV mengoordinasikan rurmah tangga,
pémeliharaan gedung, inventaris barang dan

bckx etariat.

Iﬁelompok kerja sebagaimena dlmaksud pr::ia ayat {1)

hurufa +""I‘C‘llf'l atas:

a.

If:c='1c>n1pok kerja I ebagcu pangelola program

i) pf’nghayat?n dan ppnﬁamahn Panc lld, dan
’2) gotong royorig.

qumnnok kerja Il sebagai perﬁgélola prog:‘aﬁ:.

1) pendmd an dan kr:terampil‘ah; dan

2)  pengembangan kehidupan berkoperasi.

 kelompok kerja III sebagai pengelola program:



(2]

o)

1) pangan;

2} ‘Vksarldang, dan

3) “~pcrumahdn dan tam laksana rumar: tanggga.
d. kelompok kerja IV sebagai pengelola prograrm:

1)  kesehatan;
2

——

kelestarian lingkungan hidup; dan

3) perencanaan sehat. |
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

ketua;

P

o

wakil ketua,;
c. sekretaris; dan

d. anggota.

Susuian ’képengurusan TP PKK | pu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengar ktﬂnutus
Mentf,rl »

hf‘putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
palmg sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK

pusat.

Pasal 5
TP PKK provinst sebagairﬁana dimaksud daian: Pasal 3
ay"'at (2) terdiﬁ atas: | A
'af ' ;ketua dijabat isteri/suami gubernur;
b. sehretarls I dan sekretarls i,

ketua I bidang pembinaan karakter Keltz-ga
7 o

o

d. ketua I bidang pendidikan dan peringkatan

ekonoemi Keluarge;

e.  ketua Ill bidang penguatan ketahanan Keluarga,
. netua v blddng kesehatan z{eludrga dar lingkungan,;
g. benccmara,

h. kelompoek kerja I, kelompok ‘kei'j'a I , keicmpok kerja
I ke}.ompck kerja 1V; dan |

i stafanli. |

I'{elc)mpok kfﬁ'ja sebagaimana dlmdk ud pade ayat {1)

huruf h terdiri atas:

a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:



[RUE

) penghayatan dan péngamalan Pancas’la; dan

) gotong royong.

l\‘,

b. kelompol« kerja I sebagal pengmola oro?;*am:

1) pendidikan dan keterampilan; dan

2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
c. kelompok kerja III sebagai pehgelo}a program:

1}  pangan;

2) sandang; dan

3) perumahan dan tata ]aksana rumar tangga
a. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:

1)  kesehatan;

~
I\

)
2)  kelestarian lingkungan hidup; dan
'3)

 perenicanaan sehat.

Kelompok kerja Sebagaimai'za -dimaksud pada ayat (2]
terdiri atas

a. ketus;

b. wakil ketua;

C' sekretaris; dr;n

d. anggota.

Susunan kébnng'dl*usaﬁ TP PKK provinsi sebagaimana
dxmakbud ‘pada avat (1) ditetapkan dengar keputusan
ffubenur S o
Keputusan ‘gubernur sebagaimana dimaksid pada ayat
(4) paling sedikit memuat rincian tugas furgsi TP PKK

provinsi.

Pasal 6
I‘P PI K kdbupaten /kota uebagcumanu dimax sud dalam
Pasal 3 3 ayat (3) terdiri atas: |
a. kewa dljabdt isteri/suami bupati / waL knta;
b,» uekrﬁtans -
. ketual bidang pembinaan ka akter Keitatga;
d.‘ k‘eytua Il bidang pendidikan dar zeningkatan
cekonoimni Keluarga;
e, kctua I bidang penguatan ketahanar Keluar ga;
f.  ketua 1V  bidang | keschatan X Reluarga  dan

Lingkungan,;



g . bendaham
k. kelompok kerja I, kelompok kerja I, kelom,)ok kerja
' 1, kelompok kerja. IV; dan
i staf ahh
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. kelompok kerja I sebagai pengelola pregram: |
1}  penghayatan dan pengamalan Panczasila; dan
2) gotong royong.
b. kelompok kerja Il sebagai pengelola program:
1) pendidikan dan keterampilan; dan
2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
c. | kelompok kerja Il sebagai pengeloia prograr:
i} pangan;
2) sandang; dan
3) perumahan dan tata laksana rumar tasigea,
d.  kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
1) kesehatan; -
2) kPleetarlan hngkungan hidup; dan
3] perenccmaan sehat.
Kﬁlompok ker]a sebagamlana dimaksud pada ayat (2)
tPrdm atas’
a. 1{et11;1,
0. ‘,)vaki'l‘. ketua;
c. sekretaris; dan
d. anggota.
Susunan "kepengurusan TP PKK kabupaten/kota
fbﬁgéiﬁ :ana dimaksud nada ayat (1) ditetapkan dengan
&e putusan bupati/wali ko ta v'
M:putus n ‘bupati/wali kota sebagaimana dimeaksud pada
ayat {4) pahng sedikit mermuat rincian tugss fungs1 TP

PKK kabupaten/ kota.

Pasal 7
TP PKK Kecamatan secbagaimana dimaksud Zalam Pasal
3 ayat (4\ terdiri atas:

a. la,tua cijabat 15‘(611/ suami camat;



b ‘ wakﬂ ketﬁa duabcu isteri / suami sekretaris
Kecar’natan | |
c. seklfé‘?:;c}ms,
d. bendaﬁara; dan
e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, zelorapok kerja
11 dan kelompok kerja IV.
Kelompok kerja sebagesimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e terdiri atas: '
a.” kelompok kerja I sebagai pengelola program:
1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
2) ngtong royong.
b. kelompok kerJa II sebagai pengelola program:
J\ ’ pe ndldlkan dan ketemmpﬂan da=n

2) pengembangan kehidupan berkoperasi.

c. ‘<elompok kerja Iil sebagai peng:elcla prograrm:

1) rmgan

2}' sandang; dan

3} peruméhan dan tata laksana ruma®: tahgga.' |
d kelompok kerja IV sebagai pencelola prograir

1) chchatan

2). kele&tanan lmgkungun hidup; dam:

3) perencanaan sehat. ’
Kelompok kerja sebagaimana diﬁivaksud’ pada ayat {2)
terdiri atzajsi -
a. k{stué;
b.  wakil ketua;
c. éekre1:aﬂs; dan
d. anggota.
susuna kenenguru“'a‘nv TP PKK ¢i  Kecamatan
sebdgmm na dimaksud pada ayat (1) ditetarkan dengan
i-epu ar bup.»tl/ wali kota yang 'ditanda,angani carmat
atas nama bupati/wali kota.
Keputusan buparti/wali kota sebagaimana cimaksud pada
ayat {4 ) paling eulklt memuat rincian tugas fungsi TP

ry

PI&A Ke( amatarn



, Pa sl 8
P PKK Deea bebagmmdna dimaksud dalam Pasal 3 ayat
5) Lerdm atas
a. ketua duabat isteri / suami kepala Desa,;
b. wakil ketua dijabat isteri/ suami sekretar:s Desa;
c.  sekretaris;
d. bendahara; dan
e. kelompok kerja 1. kelompok kerja II, zelompok kerja
III dan kelompok kerja iV.
Kélompok kerja Sebégaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri atas:
a. kelompck kerja I sebagai pengelola program;
1) | penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
2}  gotong royong.
b. l«.clon‘ pox icerja Il sebagai penge eloia prograx
1) sendidikan dan keterampllan; dar
2) pengembangan kelilidupan berkopzrasi.
C. .kelom?ok kerja IIl sebagai pce'ngefola program:
o 1)" pangan;
2)  sandang; dan ‘
3) pé'rumahan dan tata laksana ruma= tanggga.
d. kelompok kerjd 1V sebagai pengelola prc»:.rar'l
1) xxecchatan
2) kelestarian ﬁngkﬁngér{ fxid‘iip; da=
3} f)eféhcanaan sei‘ié't.
Kelompdk kierja. sebagairnana diméksﬁd pada ayat (2)

terdiri atas:

a. ketua;
b.  wakil ketua;
c. ‘<61<reta1'i8' dan

d. \,\ﬂggf)td

Susunan K(ﬂpcngurusan "I‘Pk PRK f)es'aj sepagaimara
dimaksud pada dyat (]:) ditetapkan df‘ng keputusan
kenalal‘coa - '
Kepu‘wsnn kepala Desa sebagaimana dimmaksud pada
ayat (4) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP

PKXK Desa



}.' o ‘)':‘LL 9

TD PKK Kelurahan sebageimana dimaksud ca.am Pasal 3

ayat (6) tg:rg;l1r1 atas:

a.
b.

ketua dijabat isteri/suami lurah;

wakil ketua dijabat isteri/ suami sekretaris
Kelurahan;

sekretaris;

bendahara; dan

kelompok kerja I, kelompok kerja 1I, kelompok kerja
IIT dan kelompok kerja IV. '

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf e terdiri atas:

a.

kelompok kerja I sebagai pengélola prdgram:'

1) pénghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
2) gotong royong.

kclumpok kerja Il sebagai pengelolia program:

1) | p(=nd1d1kan dan ke‘rerampUan dan

2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
kelompok kerja Il sebagai peﬁgeléla prograi:

1) pangan ;

- 2) sandang;, dan

3) perumahan dan tata laksana ruma® tanggga.
kclompok kerja IV bebacau pengelola prograrm:

1) keseharan

2}  keiestarian hngkungcm hldup, dc-,

3) p61 encanaan sehat

Kelompok kerja sebagaimana dimalksud ‘pada ayat (2)

terdiri atas:

a.
b.
C.

d.

ketua;,
wzkil ketua;
sekretaris; dan

anggota.

Susunan keoemzurus,an TP  PKK di Kelurahan

Pbag,dm)(,ha dimaksud pade ayat (1\ ditetarkan dengan

nepl,.d 18an bupati/wali keta vang ditandate: ngeanl lurah

atas nama, ‘bupati/wali kota.



——
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v

Keputussiﬁszipati /wa}.i Lnta sebagaimana dirmaksud pada
ayat (4)‘ paling sedikit memuat rirician tuges den fungsi
TP PKK Kelurahan.

Pasal 10
Kepala  Desa/iurah  bersama masyaraxat dalam
pelaksanaan Gerakan PKK membentuk keiompok PKK
sebagai iembaga kémasyarakatah Desa/Kelurahan sesuai
kondisi wil 'jy"ah masing-masing.
KélompAok PKK sebagaimana pada ayat (1} terZiri atas:
a. kelompok PKK lingkungan/dusun;
b. kelompok PKK rukun warga; dan
c. kelompok PKK rukun tetangga.
Susunan kepéfig’urusan kelo’fripok%Pf{K | S%:b‘agaitnzina
dimaks ud paca ayat ( ) terdiri atas: B
a. kema, ’
b, sckr*@tai*ié‘
. ber 1dahara dan
d. b1dan.g sesuai kebutuhan.
Ke: ppngumodn kelompok PKK ‘sebagaimana cdimaksud
pada ayat (3) dltetapkan dengan Kbputu an Aepfla Desa
dan kepqtds,an bupatl/ wali kota vang dlLflflCatclnnglx

oleh Iura Y atzs nama bupati/wali kota.

Pasal 11

Dalaimn ‘fnempercepat pelaksanaan  Gerakanr PKK  di
ma'sya 1ka+ epala Desa/lurah membentuk kelompok;
das xawmfna v;mg terdiri atas 10 (%Ppuluh) mmah sesuai
L.nndm Whaycﬂ“ masmv—ma mo
Kelompcv dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat
(A) dlkoorumhL oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari
kelompok yang ver San'flfu tan.
Koordinator sebagaimana d'mak._ ud pada ayat (2)
bértanggur g jawab Ke*pada ke padd }c'].ompo‘_«: PXK rukun
Narga / rukurn tetangga. | |

ormnator sebagaimana dlmak‘aud pada ayat: (3)

tapmm dengan <Lputuoan kepala Desa dan



keputuga’l bupaﬁ / wrm .e.u‘ca yang ditandatangaui oleh

lurah atau nama bupdh / VVdJ.I kota

Pasal 12

Pengaturan kelompok dasawisma dimuat dalam petunjuk

teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKK.

_ Pasal 13
Ketua umum TP PKK ditetapkan oleh Menteri dan
dilantik oleh pelindung utamea atau peiindung TP PKK.
Ketua TP PKK provinsi ditetapkan dan dilantik oieh ketua
umum TP PKK dan dikukuhkan oleh gubernir.

3Keuu TP PKK kabupcuen/ kota dltetapkan dar. dilantik

01(,1’1 ketua TP PKK provinsi dan dikukuhkan sleh bupati/
wali kota.

Ketua TP PKK Kecz;unatarT ditetapkan dan <..antik oleh
ketua T P PKK kabupatpn/ kota dan dlku»'u_m(an olel:
camat

ne‘rua TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dar dilantik
ol 3‘1 ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhxan oleh

kepald Dcsa/ 1urah

Pasal 14
Pen:rurus TP PKK pusat dltetapkdn dan '“kmr k o]eh
Merniteri. ' o
‘Pengurus TP PKK provinsi cute*apk an dan dilantik oleh

ubernur. '

Pengurus TP PKK kabupaten /kota dltc“:atakan dan
('11«11'1'11{ oleh bupah /wali kota.
Dengmnb TP PKK Kt(‘ama‘ran ditetapkan -dzn dilantik
oleh camaz.
?Pngtlrus TP PKK Desa/ Kelurahan ditezapkan dah
ddan‘uk oleh kepala l)esa Jlurak:. 4
Pengurug sebag imans mmaksud Oddc ayar 1) sampai
‘.ltllgcll}. ayat (5}, n’ll.,lllpd.k.all Warga Negara Indonesia
Vdng secara St 1karela mampu dan pf*duh ter-adap upaya

\xmakan PXK.



(1

: qua"x 15
Dalam mnnve]enggarakan Gerakan PKK secara nasional
dldukung oleh :
a. pehndung utama; dan
b. pelindung.

Pelindung Utama sebagaimana dimaksua pada ayat (1)

huruf a yaitu istri/suami Presiden atau vang ditunjuk

oleh Presiden.

Pelindung sebagaimana dimaksud pads aver (1 buruf b
yaitu istri /éUami Wakil Presiden afau yang <itanjuk oleh
Wakil Presiden. |

Pasal 16
Dalam pcnyel»nggaraan program dan kegla::n TP PKK
pusat dan dderah ddpat dldukung oleh pe*xawf:ha:t
Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupdkan seseorang yang pérnah menja.bat sebagal
ketua umum atau ketua TP PKK daerah.
Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan ketua umum Zan ketua TP
PKK daerah.
Pehaéeha‘c’ sebagaimana dimaksud %)adai ayar (’2) dimuat
da lam petumuk teknis mengena1 peldksanwmn erakan

PKK

Pasal 17
Dalam oenyeler)ggaraan progam dan kegizzan TP PKK
pusaL dan daerah difasilitasi oleh ketua pembina dan
para pembma .

netud pc*nbmd ’IP PKK pusat sebagaltnana amaksud
pada ayat (]_) yaitui Menteri.

Ketua pembina TP PKK daerah sebagaimana crmaksud
pada ayat {1) yaitu gubernur, bupati/wali zota. camat,
&epala Desa/ lurdh esﬁai kewcnangan

P(,Ua pembma sebagalmpna dimaksud pad,a vat (1) yaity

O

unsur keraenterian/ lenmaga, orgdmsas; Perangkat



(3)

Daerafhfdan‘ Kecamatan, pemerintahan Desa ;j Kelurahan

serta badan permusyawatan Desa/dewan Xeluraharn.

asal 18

Masa bakti ketua umum TP PKK, ketua TP ZKK provinsi,
dan ketua TP PKK kabupaten / kota, keras TP PKK
Kecamatan, ketua TP PKK Desa/Kelurahan terhitung
sejak pelantikan sampai dengan DPrakk'“Txa masa
jabatan I\/[exltéri, gubernur, bupéﬁ'/ wali kotz, camat dan
liifah/ kepala Desa. “ ' |

Masa bakti ‘ pengurus TP PKK pusaz, provinsi,
kabupaten/kota, Kecamatan dan Kelurahan masing-
fﬂ.é.és’ing "s‘elarvna‘ 5 (hma) tahun terhuung se;ak pelantikan.
Mclo:l bakti penguruu TP PKK Df‘oa séla.n:a 5 (6na.m)

tdhun ter‘mtun _]dk pe‘an tikarn.

Pasal 19

Dalam hal ketua umum TP PKK dan ketua TP PKX dacrah

tidak dapcu melaksanakan tugas karena berheizngan tetap

atau tidak t°tap b*rnedoman pada pefunjuk tekris mengenal

pel?kaana,:m Gr:‘ralfar PEK.

—
fu—y

(1)

Pasal 20
Ketua umum TP PKX atau ketua TP PKX caeran wajib
membuat memori pcr”:;ang;guug Jawbb n pada akh*r masa
bl |
P(,d')InPn pe nyu sunan  memori V:‘sertalngagung jawaban
sebagmmana a1mak<;ud pada avat {1) dimuai dalam
pctunJuk teknis nlx,ngcllal Jelar; sanaan Gerakan PEK.

Pasal 21

S

??gn 151‘1#‘ TP PKh “mcat,v 1'ov1nx1 leabrig aten /kota,
g P ap ‘

K 1dtdl'1, Dies cl n keJurﬂhdn b rhenh Karena;
a.  meninggal duniz,

b. méiJ,gl;lndutr*ka.r) diri; dan/atau”

C. dm::rhe*lm«:zm



(2) ‘lm’a:nrfuru\s TP PKK pu {, provinsi, kabupaten/kota,

Kc,ua natan Desa l‘dzin Kelurahan  dikerhentikan

sebagaum :na dlmaksud pada ayat (1) huruf ¢, apabila:

a. berakhlr masa kepengurusan

0. tidak dapat melaksanakan tugas sclamza 3 (tiga)
bulan secara berturut-turut tanpa keterangan
apaptm'; dan

c. dinyatakan bers mlah berdasarkar: putusan

‘ pengadilan yang telah memper_ oleh kekiazan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 22
Pergantiar: penigurus TP PKK pusat dan daerah berdasarkan
loyalites dan kapasitas serta memperzimbangkan

keberiangsungan progrdm dan kegiatan.

Pasal 23

Pertanggungjawaban pelaksanaan Gerakan PKK olsh ketua

pembina dan ketua umum/ketua TP PKK sesuzi jenjangnya

meliput

a. 1 ub{ pembma TP PKX pusat ‘dalam mﬁlagsanakan
tugdsnyd bertanggung jawab repadu Presmeh,

b. 1«?1 ua, urmium TP PKK dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab lfepada Menieri;

c. ketua I‘P PKix provinsi dalam me]ahsauakan tqgaonya

| YPH Jng, jawab kbpddd Quberﬂur dan ketzma 2acam TP
PKK,

d. "lélét‘ua TD PKK kabupaten /kotd dalam melakéanake n
tuga ,nya bertang oung awab ka da bup i/ wali kom
ldn kemu 1P FI&A Drm msu

e. tua TF }'I ¥ kecamatan dalam melaksa.;a:{.m _ugaﬁnva
bert(mggung jawab ke pada n,amcxt dan xetua TP QKR
kabupatcn/ kota; ~jan | |

f. L;etua IP PKK Dm—t, l\J‘lUl.’lhﬂ‘l dalam r:flaz«.sa rakan
tuglxnyd bertanggung ;d‘)\/ctb «epadd kepdla liesa ! lmah

daﬂ ke ua "‘P PI/K Kuumatan

]



Hubungar keqa TP PI\K di bt,]'I‘ ua jenjang meliput:

a.

hubungan kPma antar T P PKK di semua jerjang, bersifat
konsultatif dan koordinatif dengan tetap mermperhatikan
hubungan hirarkis;

hubungan kerja antara TP PKK dengan pemerintah,
lem_b‘aga kemasyarakatan yang memiliki kepedulian
terhadap PKK, bersifat kemi‘ti'aan'

hubungan kerja antara TP PKK dengdn pem=ing, bersifat
konsultatii dan koordmdt f;

hubungan kerja antara TP PKK Desa/Keluratan dengan
lembaga kemasyarakatan Desa  atau sebutan lain,
bersifat konéuitatif, koordinatif dan kerjasama; can
h‘ubungaﬂ kerja antara TP PKK df‘hgdl“ dunia usaha,

lembagd douor dalam dan 1uar mgeri bersizat kemitraan.

4 Pasai 25

Dalara n*c*tlakiikam hubungan kerja dan pe.aksanaan 10

(s}épuluh) program: pokok PKK, TP PKK mcl%sandkan

keglatan antara iain:

a. rapa at kerja nasmnal yang dladahan setiap S5 (lima)

) Lahun | |

b. rdpat »kerja“ na.sionél " luar bizsa dapat
diselenggarakan apabila dianggap perlu untuk
mengadakan 'perubahén hasil rakerras sebehmmya
danjatau atas petunjuk Menteﬂ; ' .

. .répat ker’ja' daera-h‘ provinsi dan kaifﬁpa_ten/ kota

' dladakan °et1ap 5 (lima) tahun;

d. rapdt pf‘nvusunan strategi Gerz kan PEX diadakan
seUdp 1 {satu) tahun;

é, forum rnubyawarah naswna] dan

f. rdpat 1amny'\ |

N’ekumsmp pc’:‘lakqanaan rapdt sebagaimana dimaksud

pada ava" (1) dimuat dalam p-’—“(unjuk tekrmis mengenat

nelaksanaan Gerakan PKK.



KELENGKAPAN KELEMBAGAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 26
Dalam menye‘lenggarakan Gerakan PKK, 7P PKK memiliki
atribut sebagai identitas dan legalitas kelembagaan.
Identitas dan legalitas kelernbagaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. 1ambang; :
b, duaja;
c. vandel;
d. wimpel,
e 1.<:ricana;
f. mars PKK;
g k()p surat;
h. 'stempél;
i, papan nama;
j. baju seragam; dan
k. p'lakat;

Pasal 27

Identitas dan legalitas kelembagaan scbagaimara dimaksud

dalam Pasal 26 dimuat dalam petunjuk teknis mengenai

pelaksan aan Gerakan PKK.

BABYV
TIUGAS DAN FUNGSI

Pasal 28

- Untuk wmelaksanakan Gerakan PKK, tim penggerak PEK
‘pusat dan daerah memiliki tugas yaitu pendatasn potensi

- Keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta

masyarakal dan pengendalian terhadap 19 {sepuiuh)
program pokok PXK.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat {1) tim penggerak PKK pusat dan daerah memiliki



9.

fungSt I’H(—“hpl ati:

a. Hnerlohunpun meng efakkan dan merrpina potensi
Ynasyarakdt unLuk terlaksananya *9  (sepuluh)
program pokok PKE; E |

b. merencanakari, melaksanakan, memantau,

3

mengevaluasi pelaksanaan 10 {sepulun} program
pokok PKX sesuai dergan kebutuhan masyarakat,

¢. memberikan pembinaan yang meliputi neryuluhan,

| pelatihan bimbingan teknis dan prendampingan

kepada TP PKK secara bex Jcr‘]anc sampead’ dengan

kelompok. dasa wisma,;

[

r'ie]akukan %uperVisi advokasi dan pelaporar secara

berjen]an g terkait program Gerakan PKK; dan

2. mc'xc{mpung dan mcnvalv f‘kan &spu asi M_a%ul dxa‘r.
BAB VI

P RLN (,ANAAI\x

Pasal 29
Perencanaan Gérékan PKK dilakukan mélal:ui - (szpuluky)
program pok.ok PKK yang berpedoman pada
a. rcncan L Juk Gerakan PKK, dan

b. stratcg1 (‘veraﬂm PKK.

Pasal 30
(1) Rencana incuk Gerakan PKK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 hurul s, mprupaka:: aokqmpn
”‘rjéi'encanaa.n Gerakan P[{x{ bersh?la nasional yang

m lf‘ﬂ 1 .1at

a \1151 qan Ims1,

b, asas;
. I’;’ujuan;
d. sasaran; dan

e. operaszrmeheam 10 (s G‘pblul") pro gram pckox PKK.
(2} Rem anw it 1dul< msa sun 5 KLma) tandu seker c A7), deat
i‘iifillj[—iu kembali setiap tahun.

(3} Pf* qucmcm k e“m)dh sebagaimana dimalksud pada ayat (2)



(2)

- AO ;‘{.“f R

dilakilkmi ~melalui f’\i*u us yavvdrah nasicnal dengan
mempertlmbangkan penrapwan rencanz kerm tahunan

P KK.

Pasal 31
chcana induk dlsusun cleh Menteri bersama 4engan
TP PKK pusat dergdn me,hbatkur‘ kernencerian/lembaga
pemerintah nonkementerian dan pemerintak daerah.
T’encana Induk sebagaimana dum:d:sud adl ayat

(1) dltetapkan oleh Menteri.

Pasal 32
Metode dan mekanisme penyusunan rencana induk
dﬂakukdn secara koordinatif dan ch"“tlSlp atil. ' |
1\4de1’] I SINE per’yusur;dn r_enCana “indux  dilakukan
melahn rapat .kerja nasional dcngan berpedomem pada
dokumen perencanaan vang telah ditétapkan pemei‘iritah.
Rencana Induk yang *elah ditetapkan menjad: dd

dalam penyusunan strategi Gerakan PKK.

Pdsal 30

Dokumen rencana 1nduk sebagalmana dlmaksuu damlm Pasal

30 dlmuat ddlam p(itu‘”ljllh tekms mengcna‘ '“e‘ak anaari

Jerakall PK K

(11

Pasal 34

_Strategi - Gerakan  PKK  merupakan  perangkat

perencanaan dan pelaksanaan progran;/ kegiztarn dalam
lnPWLJUdkdll visi dan misi Gerakan PKK.

bt"ateg1 (xera]am PKK eraga mana dunakbmd pada ayat

]) merdpak'm da sar ppncapaum rencana in d.lk Gerakan

| If..r{. s;i:hagai mastkan dalam forum musyawarah
perencanasn pembangunan nasionai, kabupaten/keta,

Kecamatan dar: Desa/ Kelu::ahan.



(3)

(3)

P

.
pot

L 41 vi] 35
Strategi - ‘Gér kan PI\.K sebagalmana dimaxsud dalam
Pasal 34 memuat:
a. isu sirategis yang menjadi skala proritas untuk
mempercepat pencapaian visi dan misi;
b.  rumusan proses dan metode pelaksaraan Gerakan
PKK; dan
Cc. perencanaa’l pfogram Gerakan PKK.
Isu strategis sebagairriana dimaksud pada avat {1) huruf
a mcrﬁpakan ‘kondisi yang "h‘aru's' dipernatikan dan
d.ikedepeinkan dalam perencanaan untuk pencapaian
tujuan peﬂyelenggafaan Gerakan PXK.
Rumusan prosés dan metode peiakééna‘an*’:—crakan PKK
selvagairﬁaiia dimaksud pada ayat (1) huruf b rﬁei‘gpakan
langkah langkah dan pendekatan dalam peléksanaan
Gerakan PKK. '
Perencanaé.n prograrn Gerakan " PKK webauaumana
diraksud pada ayat (13 huruf c merupakan suatu proses
untuk ‘menentukan kebijakan der1ga11 melibatken mitra

kerja TP PXK.

Pasal 36
Metode da_n ‘mekanisme penyﬁsunani‘Strategi Gerakan
PKK ' dilakuican secara  koordinatif, irtez g":m dan
partiéinatif‘ ' - |
strateg1 Gerakan PKK pusat dlsueun oleh Menter: yang
dlhmpahlfan kepada Direktur Jenceral  Bina
Pernerintahan Desa bersama TP PKK pusat dengan
melibatkan L:emen‘terian ; le.mbaga nemerintah
nen kﬁm\,nteuan terkait sesuai tugd\, dan furg \11’1}’8..
%Lracegn C:erakan Hxh brov1r\s1 dan lea” “‘:)atcn/ kota
u Usian ¢ hm cuber’mr dan bupa’u/ wali kota bérsama TP
t’I’ h provinsi dan kabqpat n/kota dengan melibatkan
Ierang,ka Dacrah yang mékmbidaﬁgi ';');%re.‘ncana.an
pf‘mbangunan daerah dan Péraﬁgkat Caerah  terkait
se suai kfﬂvc,nang nn‘ya‘ .

Surategl G("I‘dkdn PM& I\ecamatan dlsus: ur Jleh carnat




bersama ’lP PK]& Ku ¢! dpnvan melibatkan unit
pelak'san’ ; Lekms dau‘ah dan pemangku kepentingan

terkait.

Strategi Gerakan PKK Desa disusun oleh xepala Desa
bersama TP PKK Desa dengan melibatka= perangkat
Desa, badan permusyawaratan Desa, lembaga

kemasyarakatan Desa, lembaga swadaya masyarakat,

tokoh masyaralfal dan pernangku kepentingar: terkait

Str ategl Gerakan PKK Kelurdha.n disusun oleh lurah
bersama TP- PKK Kelurahan melibatkar peréﬁgkfat
Ké].ur‘ahan, ]embaga swadaya masyaraka@ tokoh
masyarakat dan pemangku kepenting an‘terl\:ai':, |
Mekanisme benyusunan' Strategi = Getdkan  PKK
sébagaiman.a dimaksud pada ayét (2} sampéj'denga:,l ayat
(6) 'déxpé.t dilakukan melaliii rapat kerja ta'"u;_zaﬂ ’

Pasal 37

Strategi Gerzkan PKK sebagaimana dimaksud dawmm Pasal 36

ditetapk'an oleh Menteri, gubernur, bupati/weali <ota, car,-;;af.:,

dan kcpala Dcsa/ lurah sesuai dengan kewenan 1gann

Pasai 38

Strategi = Gerakan PXK dimuat  dalam petuw 1« teknis

mengenai pelaksaenaan Gerakan PKK.

(1)

BAB VII
PELAKSANAAN

Gerakan PKK dnakukan melalui 10 (sepuiuh) program
poknk PM\ yany mehpufl . | R '

a. pe hobamlau dan pe*)oamalan Pancasil

FwNE

. gotor:g royong;

o~
1

pangan;
d. sandang;
e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;

f.  pendidikan dan keterampilan;

NP




g. .ke ehfci’fan' ‘ RIS
H, 'pengembangan keb 1dean berLoperam

L. kelestdrlan hngLun gan hidup; dan

j. perencanaan scnat. -

{(2) Dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pckok PKK
keémenterian dan lernbaga pemerintzah norkementerian
memberikan dukungan dan berperan secars aktif sesuai
dengan f_ugas dan fungsinya dengan berkoordinasi

dengan Menteri.

Pasal 40
Prcgram penghayatan dan pengamalarn Pancasila
sebagaimana dimaksud dalam Pasal’ ’%9 ayat (1) huruf a
dilaksanakar paling sedikit dengan cara: o | | |
a. pémbin:iah karakter Keluarga melaltui pola afuuh. anak

dén remaja dengan penuh cinta daa kasit savang dalar

Ké‘iuérga;
b. pembinaan Keluarga sadar hukum;
c. pembinaan kesadaran bela negara,
d. prﬂr\bmaan puncavahan penyalaha gunaan nar<oba,
e. Dembmaan pen ccgahan kekerasan dalam ruman ‘rangga
f. pemblndan pcncegahan perdagangan manusia; can

g. ; mummn pencegahan kekerasan seksual terhadap

r—sn 11{

Pasal 41
Program gotong royeng Sf‘baoaimana dimaksud <alam Da al
39 ayat (1) huruf b dﬂak sanakan paling’ sedlklt deﬂgar cara:
a. x,nenumbw:lkg L ~‘1k9n kesetiakawanan sosial;
b. rﬁe{rhbe.rdayak 11 :{e,ompnk lal ut usia;
C. parthip'a si dalam keglatan baktl ws;al di masyarakai;
dan 4

d. DCI‘pEL’U sipasi calam pregram pembdnﬂmcm

Pasal 42
Program ﬂangjan seoaga mana dimaks ud ddlarr r;sal 39 ayat

(1) hur m‘ c Cu.l&rxsal 1&ican palmg sedi kn, lengam cara:

i N E



a. ,mengc,erakan Kch arga. la“n pemenuhar  kebutuhan

p:mcran melmm h laman d‘%l‘l teratL r indah dan nyaman;

D. _mengger\imm Kelu rga dalam srcepatan
keanekamgsm n konsumsi pangan;

c. menggeraken Keluarga mengkonsumsi makanan yang
beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan

d. mendukung dan | berperan  serta dalam  kegiaten

penyedizan makanan tambahan.

| Pasal 43

Progfam' s‘andéing sebagaimana qlimaksi;d dalam Pasa. 29 ayat

(1) huruf 'd dilaksanakan paling sed:kit dengan cara:

a. membud yaxan perilaku berbusana sesuai morai budaya
Indonesla, 4

b. :friemasyarékatkan pakaiafi adat p'éd'a acara :zrteptu, dan

c. pengémbangan pola’ .penda‘mpingan kerada usaba

sand: ang 2 kecil mikro.

Pasal 44
Program perumahan dan tata laks sana rumal; tangga
se'bogéimaria dimaksud dalam Pasal 29 ayat {1) huruf e
d11a1ssandkd”1 pdlm g sedikit dengan cara:
a. *nemd VAl alatkan pemqnfaatan Sumberda}a vnergt daﬂ
texrologl tepat g -Tuna | '

b. pembmac n rumah sehat lavak huni; dan

e

meningkatkan pengetahuan dan keterampilen tentang
tatalax sana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan

Kel"i,lal ga.

Paﬂ&} 40
Prog,rdm pﬂzmld ikan dan ketelﬂmpﬂar‘ *;ebagamxa:u dimaksud
dalam Paqal 30 ay.at (1 j huruf fd: laksandkan ralirg sedikit
denfvm La”&
a. pembm._z AN Kr*hmmd tentang Wa]]b belaj ciﬂa belas
hah\m, - ‘ |
b. menggerakan Keluarga calam peningkatan geterampilan

dan pendidikan;




[\9)
Ut

C. memiabmta r)emnﬂl\; Lapa sitas  tateor kelorﬁpc-k
ue ajar pahct A paket B dan uaket C mela kerjasamé
dengan mstanm temmt dan

d. memngl«atkan lapasmas pelatih dan kader PKK dengan

menggunakan modul pelatihan PKK.

Pasal 46
Program kﬂsehatan sebagaimana dimaksud datam Pasal 39
ayat (1) uruf g dilaksanakan paling sedikit dengzr: cara: '
a. menggc:rakan Keluarga dalam perilaku hidup bersili dan
sehat;
b. pembinaan peran  serta 'mé‘syarakst zlarn upaya

ppnurunar‘ 'mg,ka kematian ibu, bayl dan Heaia;

-
K

. pembinaan Keluarga yang sadar gizi;

d. mendukung program pencegahan dan de*ek:u dini kanker
pada peremhucm dan
e. pﬁmbmaan Kcmaraga dalam pelaksanaan imurisasi dan

pezlvégahall penyakit menular maupun ticak menular
serta asuhan mandiri dalam Keluarga. '
‘Pasal 47

progré‘h’g"pefigémbangan kehidlipan befkoperasi sebagaimana

dima.\suﬂ dalam Pac'al 39 ayat (1.) huruf h Zilaksanakan

pahngf sed kll’ deng an cara:

a. rpenggerakan Keluarga daldm ppmngkatan kualitas
pensrelnlaan ekormmi Kelual‘ga " melgw usaha
chmm«:dt an pe*ndapdtan KPluax ge;

b. pembmaan Keluarga dalam peleksanaan dan
i:ienvemban gan 1{9}01'11}301& usahe. penxngk an _,eflaapa*"
| E‘L\JIU&IU& P}‘u‘ |

c. mPndJronu pemLemuk% koperasi oleh ke L OTDOK khuﬂ*

| .Uﬁdhd m 'ungfkdta;x DEn flcmathn k\elqarga l«’K} dar
d. me"igr—“m[ 'mg.tsa.u kreatmtds nm]alm usah_a mikio k:fs(til

dan menmxgah bmbasm Lf;knologl informasi.



Progr am keles1 J.I‘lafl hngku] 1gan hxdup sebagaimara dimaksud

dalam Pasa1,39 ayat (1) huruf i dilaksanakan paling sedikit

dengan cara: '

a. peimnbinaan Keluarga dalam memelihara dan menjaga
lingk?ingan bersih dan sehat; dan

b. melestarikan Ingkungan hidup.

Pasal 49
Program perericanaan sehat sebagairh\ana" diznaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) huruf j dilaksanakan pa).ing secikit dengan
cara:
a. per;hbin:aa*n Keluarga 'dé]am meningkatken Keluarga
berencana menu;u Keluarga berkuelitas; can
b. rhelakukcm perencanaan keuangan vang Fak untuk

keh.&dtzxpan Keluarga sehat.

Pasal 50
Pelaksanaan 10 (sepuluh) program "pokc)}_\: KK dapat

dintegrasikan pada pos pelavanan terpadu.

BAB VIII
PEMBINAAN, P& MANIAUAN DAN EVALUASI

e

.t

Bagian Kesatu

Pemnbinaan

Pasal 51
(1) Menteri melakukan pembinaan umur  terhadap

pelak sanaan (rerakan PKh mc-hpuh

a. pe,nberlan pedoman dan p¢r=daan
b.  penyusunan modul pelatihan/bimbingar teknis;
c. peningkatan kapasitas ™ PKK;

3

d.  pemberian penghargaan; dan
€.  penyusunarn strategi pencapaian kineria,
(2) Pembinzan wmum bt,b(w'nm’xna dlmaxsuc pada avat (1)

d11:1m..aneb a" oleh Mcnte.ﬂ clau,u Dxr“»{th Jenderal



I e
- A.: T

Bina Pemr‘xmtahaq iJLox.,WL)e‘lsam'i TP PKK pusar dan

dapat mehbatxan kememerian /71embaga terkait .ainnya.

~ Pasal 52

Gubernur, bupati/wali kota, melakukar pembinaan

terhadap pelaksanaan Gerakan PKK di dzerar meliputi:

8. penguatan kapasitas kelembagaar: meialui
peiatihan; kon&‘,l_i},tasi, 'advo.kasi, fasilitasi dan
‘koordinasi ; o

b. pemberian penghargaan; dan

c. penyﬁsunan strategi pencapaian kinerja

Pemkbkinaan sebagaimana dimaksud pacs ayat (1)

dilaksanakan oleh crganisasi Péfang ¢zt Daerah yang

me:mbidangi‘ pemerintahan Desa  dan Pem.bérdayaan

Masyarakat bersama TP PKK.

Pasal 53

Carmat bersama TP PKK mdakukan pemumaan ter 'uddp

pelaks sanaan Gerakan PKK meliputi:’

o

C.

(1)

pﬂn.ouatan kapasitas kelembagaan melaiui pelatihan,
kOI’lSUltclol advokasi, fa‘;mtdm dan xoordx::as_,
pem berian penghargaan dan

t)elal«:sam stra tegi pencapaian kinerja.

Pasal 54

aep:ﬂa Desa dan lurah ber sama TP PKK -_Lu-\‘uktmg
demk‘bins:aiﬁ v’(‘xerakan PKK.
Pem bmaan Gerdkan PKK sebacalmana du::.ah_ ud pada
ayat (1) melt puti: |
a. pengua‘ram kapasi.tas kelembag?& melalui
- ‘pe?d-lh:’m konsulia ,1 advoka& fasilitesi  dan

koordinasi; |
b. pﬁmbcr(a‘q omlghar aa*‘i; dan
c. )'Vpeuk anaan strategi penra paun kinerja.
[‘ulam melal sanakan pembinaan sebagaimena d:maksud
pada ayat (1}, kepala Desa dan urah _Jukxuldmdy

déngen camat.



(2}

‘BagiatiKedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 55
Menteri, gubernur, bupati/wali kota, camat, kepala
Desa/lurah  melakukan pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK., |
Pemeantauan dan evaluasi dilakukan secerz berjenjang
paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahur
Pemzntauan dan evaluasi peléiksanaan pembinaan
Gerakan  PKK  dilakukan  sebelum  diadakannya
penyusunan program atau kegiatan tanur ber:kurinva.
Evaluasi p&aksanaan ppmbma&n Gerakar PKE dapdt
melibatkan perguruan tinggi dan lembdga 1?1: ava.
Hasﬂ evaluasi pelaksanaan pembmaar Gerakan PKK
ruenjadl bahan masukan dalam penyu_ Cnan progré_m

dan keglatd'l tahun mendatang.

lPasal 56

Pelaksazniaan pemantauah danevaluas sebagaimana
dimaxsud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakéénakan oleh tira
yang dibentuk oleh ketua pembina k’l"P PKX pusat dan
dderah. ' | |

Péiakasanaan pemantauan dan evé.ltleisi, Sﬁtbagaima,na
dixﬁaksud pada ajrat (1) menggunakan instrumen PKK
yang dimuat dalam petunjuk teknis mengenai

pelaksanaan Gerakan PKK.

BAB IX
PELAPCRAN

Pa sal \)7
Menteri menyampaikan 1a.poran ' p@ia‘ksénaaﬁ pembinaari
Gbrékan PK}{ kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 {satu)
tahun. - - 4 -
Kepala iDesa/lurah, camat, bupati/wali kota, gubernur

sesuai dengan k’ewenangannya menyampaikar laporan



—
N
-

pelaksanaan Gerakan PKK secara berienjang kepada
Menteri setiap 6 (enam) ,jbulah atau sewalku-waktu jika

diperlukan

Pasal 58

Sistematika laporan sebagaimana dimaksuc dalam Pasal

<7 memuadt: |

a. pendahuluan;

b. pelaksénaan programrdan;kég‘iataﬁ;

C. instansi/ 1embaga yang tlerlibat dalam neizksanaan
progrém dan kegiatan;

d. jumlah dan sasaran kegiatan;

€. penggunaan anggaran’ yang bersumber dari
angg,aran pendapatan dan belanja negeara, apgga &3l
pendapatan dan  belanja  daerak, aaggaran
pendapa’can dan belanja Desa atau sumber lain;

f. pe'r’mas’:aiahan yang dihadapi;

g. priy:x j’ang akan dill'akukian;*'dan

h. ?enutlip. '

Instansi/’lémbagei sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf (c) melaporkan pczlaksanaari Kegiatan "}er'*l(an PKK

kepada ketua pembina TP PKK sesuai dengzan ingkatan.
; ngar

Pasal 59‘

Delaporan pelaksandan | program den1 kegiatan
eragalmana dimaksud dalam Pasal 58 ayz- (1) huruf b
ujilakukan melalui SIM PKK.

Laporan éeﬁagaiména dimaksud pada ayat il: menjadi
bahan pen1anta1.1an dan “leudq‘ peJak% araan Gerakalx
PKK ’Tld sing- masng tingkatar. '

SIM  PKK sebagaimana dimaksud paca avat (1j
“diko(')rdinasil«:an melalu.  Direktorat  Jenderal Rina

Pemerintahan Desa bersema TP PKK pusac.

Pasal 60

Meka;aismé pelaporan yang memuat penyelenggaraar Gerakan

PKX ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 can STM PKX
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sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 59 dimuat dalam

petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKE.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61
Guna mempercepat pelaksanaan 10 (sepuiuth) program.
pokox PKK 'melalui Gerakan PXK dapa= nelivatkan
partisipasi masyarakat, '].émbaga' kemasysraxatan dan
lembaga lainnya.
Partisipasi masyarakat sebagaimana dimeksud pada ayat
(1) mulai tahap péfehcanalan, - peiaksenaan dan
pc;nnorkcxtan kapasitas sumber daya manusiz.
Masyarakat sebagaimana dm"axsud pada evat (1) paling
sed1k1t mehpubl |
a. tokoh adat;
b.  tokoh mésyarakat;

tokoh agama;

@]

d. tokoh pendadxkan dan
e.  kelompok masyarakat dan kelompuk masyarakét
lain sesuai dengan kondisi sosial budavz.
L,er -baga kcmasyara}u*an St,biffdl‘fnd"lrl :ll::ansuc pada
ay&t {1) I’Ilfthputli
a. rukun tetangga;
b. rukun warg
c karang taruna;
d. pos pelayaﬁaq térpadﬁ' dan
e lembaga pemberdayaan mabyarakat
Lembaga ldnmya sebagai imana dlmaﬁsu sads avat (i)
Vll(-:.lputl o | -
a.  lem baga pengkajian;
k. lcmba_ga dcnor dalan: dan luar negeri; dax

c. lembaga profesi.
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BAR XI
PENDANAAN

. Pasal 62
Pendanaan 10 (sepuluh) program pokok Geraxan PKK
bersumber dari anggaran pendapatan dan 9elanja negara,
anggaran pendapatan dan belanja daereh provinsi, asiggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, anggaran
pendapatan dan belanja Desa dan lain-lain swmber

pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

BAR XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Pada séat Peraturan Menteri ini inulzéiiﬁ 'bérlakui, Zeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 ‘Tahun 2C13 tentang
Pembefdayaan Masjrarakat Melalui Gerakan Peraberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Repurik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak

berlalku.

Pasal 64
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

k.‘

diundé.ngkan. -



Agar setiap crang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pensmpatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakairta

pada tanggal 19 Me: 2020
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